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Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD)berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir Tahun Anggaran 2018 .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendabaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang llir di
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5400);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protekeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urnum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

18. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pernerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ten tang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
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Pasall

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan
Keuangan memuat :
a. laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2018 .

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKlLANRAKYATDAERAH

KABUPATENPENUKALABAB LEMATANGILIR
dan

BUPATIPENUKALABAB LEMATANGILiR

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Sebagimana telah
diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubaban atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ten tang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139,Tambahan Lembaran· Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 150, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surpluaj Defisit sejumlah
Rp 121.908.779.245,29 dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplua/Defisit Setelah

Perubahan Rp 255.138.274.190,94

151.596.435.300,00
150.301.220.942.00

Rp
Rp

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah
(Rp 1.295.214.358,00) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran 8elanja Setelah

Perubahan
b. Realisasi

Selisih Lebih/ (Kurang)

Rp 1.601.838.312.184,59
Rp 1.209.362.647.057,60
Rp 392.475.665.126,99

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp 392.475.665.126,99 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran 8elanja Setelah

Perubahan
b. Realisasi

Selisih Lebih/(Kurang)

Rp 1.498.296.473.293,65
Rp 1.226.434.373.053.95
(Rp 271.862.100.239,70)

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal2 sebagai berikut :
(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah

(Rp271.862.100.239,70) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran Pendapatan Setelah

Perubahan
b. Realisasi

Selisih Lebih/ (Kurang)

Pasal3

Rp 156.030.156.320,44
Rp 16.561.750.981,00
Rp 6.238.910.393,79

- Penerimaan
- Pengeluaran
SiLPA

1.295.214.358,00Rp

Pasal2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp 1.226.434.373.053,95
b. Belanja Rp 1.209.362.647.057,60
c. Transfer Rp 150.301.220.942.00

Surplua/Defisit (Rp 133.229.494.945,65)
d. Pembiayaan

b. neraca;
c. laporan Arus Kas;
d.laporan Operasional;
e. laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan
ikhtisar laporan keuangan BUMD
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Rp 31.700.025.171,94
Rp 489.583.763.579,95

Per 1Januari Tahun 2018
b. ArusKasdari AktivitasOperasi
c. Arus Kasdari AktivitasInvestasi

AsetNonKeuangan (Rp 622.813.258.525,60)
d. Arus Kasdari AktivitasPembiayaan (Rp 107.737.088.781,50)
e. Arus Kasdari AktivitasNonAnggaran Rp 31.291.386,00

Pasa15

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018
sebagai berikut :
a. SaldoKasAwal

pada Pasal 1 huruf b per 31
sebagai berikut :

Rp 2.403.430.647.148,28
Rp 320.252.662.316,87
Rp 2.083.177.984.831,41

Neraca sebagaimana dimaksud
DesemberTahun Anggaran2018
a. J umlah Aset
b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah Ekuitas Dana

Pasal4

5.840.421.926,79Rp
f. SaldoKasAkhir

per 31 DesemberTahun 2018

(7) Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)dengan
Realisasi Selisih Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Rp 6.238.910.393,79 dengan rincian sebagai berikut :
a. AnggaranSisa LebihPembiayaan

Anggaran(SILPA)Setelah Perubahan Rp 0,00
b. RealisasiSisa LebihPembiayaan

Anggaran(SILPA) Rp 6.238.910.393,79
SelisihLebih/(Kurang) Rp 6.238.910.393,79

0,00
b. Realisasi

SelisihLebih/(Kurang)

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. AnggaranPengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 16.561.750.981,00
Rp 16.561.750.98}.00
Rp

115.669.868.851,50Rp

271.700.025.171,94
156.030.156.320,44Rpb. Realisasi

SelisihLebih/ (Kurang)

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
sejumlah Rp 115.669.868.851,50 dengan rincian sebagal
berikut:
a. AnggaranPenerimaanPembiayaan

Setelah Perubahan Rp

Rp 133.229.494.945,65
Rp 121.908.779.245,29

b. Realisasi
SelisihLebih/(Kurang}
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Pasal9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1
huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Rp 2.083.177.984.831,41

Rp 1.718.606.008.700,91
Rp 149.818.994.665,16
Rp 214.752.981.465,34

- Ekuitas Awal
- SurplusjDefisit - 10
- Dampak kumulatif perubahan

Kebijakanmendasar
Ekuitas Akhir

Pasal8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
DesemberTahun 2018 terdiri atas:

(Rp 771.813.649,00)
Rp 5.467.096.744,79

Sebelumnya
SaldoAnggaranLebihAkhir

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2018 terdiri
atas:
a. SaldoAnggaranLebihAwal Rp 31.700.025.171,94
b. Penggunaan SALSebagai Penerimaan

Pembiayaan Tahun Berjalan (Rp31.731.316.557,94)
c. Sisa Lebih/Kurang PembiayaanAnggaran

(SILPA/SIKPA) Rp 6.238.910.393,79
d. KoreksiKesalahan Pembukuan Tahun

Rp1.042.457.038.962,78
Rp 150.301.220.942,00
Rp 149.818.994.665,16

Rp 76.949.535.243,15
Rpl.066.462.963.217,59
Rp 200.107.729.355,20
Rp1.343.520.227.815,94

a. PENDAPATAN- LO
- Pendapatan AsliDaerah - LO
- Pendapatan Transfer - LO
- Lain-LainPendapatan YangSah-ill

Jumlah Pendapatan - ill
b. BEBAN-LO

Jumlah Beban Operasi - 10
Jumlah Beban Transfer - LO
Surplus/Defisit Laporan Operasional

Pasal6

Laporan Operasional (LO)sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
huruf d per 31 DesemberTahun Anggaran2018 terdiri atas :
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Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Menurut Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;
Rincian Laporan Rea1isasiAnggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran 8elanja
Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Piutang Tidak Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergu1ir;
Daftar Penyertaan Modal (Investasi)Daerah;
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam
Pengerjaan ;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar KewajibanJangka Pendek;
Daftar KewajibanJangka Panjang;
Daftar Kegiatan-KegiatanYang Belum
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan
Dianggarkan KembaliDalam Tahun Anggaran
Berikutnya;
Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
MilikDaerah/Perusahaan Daerah.

t. Lampiran XX

b. Lampiran II
c. LampiranlII
d. Lampiran IV
e. Lampiran V
f. Lampiran VI
g. Lampiran VII
h. Larnpiran VIII
1. Lampiran IX
j. LampiranX

k. Lampiran XI
1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV

o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII
r. Lampiran XVIII:
s. Lampiran XIX

Larnpiran 1.4

Lampiran 1.3

Lampiran 1.2

a. Lampiran I
Lampiran 1.1

Pasall0

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah, terdiri
dari :
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LEMBARAN DAERAH KABUPATENPENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2019 NOMOR C;;

NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENPENUKALABAB LEMATANGILIR,
PROVINSISUMATERASELATAN: 6-86/20\9

Diundangkan di TalangUbi
pada tanggal ,~~ 2019

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENPENUKALABAB LEMATANGILIR,

Ditetapkan di TalangUbi
pada tanggal 9 AS uS'\:U$ 2019

(

BUPATI (
PENUKALABABLEMATANGILIR, '

~

~ -HERl AMALINDO

Pasal 12

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaanAPBD.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1
ayat (2) berupa Laporan kinerja yang tercantum dalam Lampiran
VII peraturan daerah ini;

I •
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